SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 21 Februari 2020
Kepada

Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah
Provinsi DKI Jakarta

2. Para Kepala Biro Setda Provinsi
DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR 12/SE/2020
TENTANG

PROSES PENGETIKAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut

1. Pengetikan rancangan Peraturan Gubernur menjadi tugas dan fungsi Biro Hukum Setda
Provinsi DKI Jakarta.

2. Mengikuti format naskah dinas Peraturan Gubernur sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Sekretaris
Daerah ini, yang dapat diunduh melalui laman jdih.jakarta.go.id.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan
penuh tanggung jawab.

Sekre Tis Daerah Provinsi Daerah Khusus
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Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Lampiran : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 12/SE/2020
Tanggal 23 Fébruari 2020

A\

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
ABUKOTA JAKARTA '
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG -
T 1 enter
'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA _
T 1 enter
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
1 2 enter
Menimbang: a. bahwa ...

b. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang ...;

7 1 enter
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana.
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. [dapat memuat jenis-jenis peraturan perundang-
undangan yang mengatur substansi atau prosedur yang
terkait langsung dengan materi muatan Peraturan

Gubernur];
T 1 enter
MEMUTUSKAN:
1 1 enter
Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ...
1 2 enter
BAB I
KETENTUAN UMUM
I 1 enter
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

. ..
2. (dst).



BAB II
Pasal 2
Pasal 3
BAB III
Bagian Kesatu

Pasal 4
(dst).

Pasal 5
Bagian Kedua
Pasal 6
BAB IV
Bagian Kesatu
Paragraf 1

Pasal 7

.. dengan ketentuan sebagai berikut:

ooy

a.
b. ..; dan/atau

Paragraf 2

Pasal 8
... terdirt atas:

a. ...;dan
b.

Bagian Kedua

1 1 enter

T 1 enter

I 1 enter

I 1 enter

I 1 enter

7 1 enter

I 1 enter

I 1 enter

11 enter

T 1 enter

I 1 enter

I 1 enter

I 1 enter

T 1 enter

1 1 enter

T 1 enter



Paragraf 1
I 1 enter
Pasal 9
T 1 enter
Pasal 10
1 1 enter
Paragraf 2
' T 1 enter
Pasal 11
T 1 enter
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
I 1 enter

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

1 1 enter
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ni dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

I 2 enter
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...
T 1 enter
GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

1 3 enter
[NAMA GUBERNUR]

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

I 1 enter
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
1 3 enter

[NAMA SEKRETARIS DAERAH)]
TAHUN ... NOMOR ...

Sekretaris Daer  Provinsi Daerah Khusus
kota Jakarta,

Co fullah
NIP 196402111984031002
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